
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

_.Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor 9)
'sebagaimana telah diubah dengan Undang^Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-
Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun .2003 Nomor 47, Tambahan Lembarap Negara

"Republik Indonesia Nomor 4286);

BUPATI PONOROGO
PROVINS1 JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
KOMOR /(t TAHUN2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

: bahwa dalam rangka mewujudkan dokumen sebagai
Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun
Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), juga bagi Satuan
Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun
2016;

Menimbang



3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.Undang-Undang  Nomor   33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

.; Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara^  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6.Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

•,' Negara'Republik Indonesia Nomor 5679);    *

7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007  Nomor  140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

19'. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi  Perangkat   Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman  Evaluasi   Penyelenggaraan  Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008  Nomor  19,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);



13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

,• Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi'4817);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
tentang  Pedoman  Penyusunan,  Pengendalian  dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2015;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun
2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 7);

18: Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomo't 9 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat. Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 9);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun
2008  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Dinas
Kabupaten  Ponorogo  (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Uaerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 11),

21.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecam^tan dan

'•Kelurahan  Kabupaten Ponorogo  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 12);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005^2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010
Nomor 6);

23.Peraturan Bupati  Ponorogo Nomor  15 Tahun 2014
tentang  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten  Ponorogo  Tahun  2015 (Berila Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 Nomor 15);
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.* Daerah adalah-.Kabupaten Ponorogo.!i

2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

3.Bupati adalah Bupati Ponorogo.

4.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang selanjutnya disebut
RKPD Tahun 2016 adalah   Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016.

Pasal 2

RKPD Tahun 2016 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Kabupaten untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai
pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 3

(1)•• RKPD. Tahun.-2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasak 2,  berisi
program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Kabupaten maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi atau yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat, dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2016.

(2)RKPD Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

PENDAHULUAN.

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU.
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA
KERANGKA PENDANAAN.
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS.

PENUTUP.

(3)Uraian secara rinci RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

a.Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD);

b.Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum

MEMUTUSKAN:
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AGUS PRAMONO
BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ^^/..

SEKRETAR1S DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

Diundangkan di Ponorogo
Pada tanggal ../.•?. tT>/!T-

^"BUPATI PClTOROGO,

APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun

2016.

Pasal 5
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo meneliti
kesesualan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan RKPD Tahun 2016.

Pasal 6
Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b

ditentukan sebagai berikut:
a.Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan

penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) ;
b.Satuan Kerja Perangkat   Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten menggunakan RKPD Tahun 2016 dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal '13-05-15


